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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang mengadili perkara-perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;
umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten
Deli Serdang, sebagai Pemohon;
Melawan
umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di
Kabupaten Deli Serdang, sebagai Termohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar
talak tertanggal 20 Desember 2018 yang telah didaftar dalam register perkara
nomor: /Pdt.G/2018/PA.Lpk, tanggal 20 Desember 2018, mengemukakan hal-
hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan
Termohon tanggal 23 Agustus 2013 dihadapan pejabat PPN KUA,
Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dengan Duplikat Kutipan Akta
Nikah Nomor: 1197/81/V111/2013 tertanggal 26 Agustus 2013;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan
telah bergaul layaknya suami-istri (ba’da dukhul), semula Pemohon dengan
Termohon tinggal bersama menyewa rumah di Jalan Pendawa KM 12 Gg.

Taruna, Dusun X, Desa Purwodadi selama 1 tahun, dan terakhir Pemohn
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dengan Termohn tinggal bersama menyewa rumah di Jalan Pendawa
KM.12 Gg. Taruna No 16, Dusun X, Desa Purwodadi;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak
yang bernama Bagja Perdana Al-Farizi M, laki-laki, lahir 31-07-2015, saat
ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai
tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus
yang sulit diatasi sejak tahun 2017;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran
tersebut karena:
a. Termohon mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan
Pemohon, sehingga banyak orang yang datang ke kediaman untuk
menagih hutang, karenanya Pemohon yang membayar hutang tersebut;
b. Termohon sering pergi dari ke kediaman tanpa izin dari Pemohon;
c. Termohon selalu melawan dan tidak menghargai Pemohon sebagai
suami;
d. Termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai istri seperti
membereskan rumah, mencuci pakaian dan menyiapkan makanan untuk
Pemohon, dan semua Pemohon lakukan sendiri;
6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Pemohon dengan
Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah
tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Termohon sering marah-marabh,
memaki Pemohon, dan Termohon sering meminta kepada Pemohon agar
menceraikan Termohon ketika sedang bertengkar;
7. Bahwa puncak ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dengan
Termohon terjadi pada tanggal 14 Desember 2018 disebabkan Termohon
pergi meninggalkan kediaman tanpa seizin Pemohon dan saat ini
Termohon tinggal dengan orang tua Termohon pada alamat Termohon di
atas, dan Pemohon tetap tinggal di kediaman pada alamat Pemohon di

atas;
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8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut
dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Termohon secara
baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasakan
rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan

lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk
menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan
mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi
sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon; untuk menjatuhkan talak satu raj'i

terhadap Termohon di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama

Lubuk Pakam;

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang

berlaku;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan
perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut, Pemohon
menghadap ke persidangan secara in persoon, sedangkan Termohon tidak
menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah serta tidak mengutus wakil
atau kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun berdasarkan relass
panggilan Nomor 2582/Pdt.G/2018/PA.Lpk. yang dibacakan dipersidangan
Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut; .

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan
menasehati Pemohon agar rukun dan bersatu kembali dalam membina rumah
tangga dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap dengan permohonannya.
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Bahwa karena Termohon tidak hadir dipersidangan maka untuk
melakukan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor
1 tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap
dipertahankan Pemohon, sementara untuk jawaban Termohon, karena
ketidakhadirannya, maka jawabannya tidak dapat didengar.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti sebagai berikut:

a. Bukti Tertulis:
- Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 1197/81/VIII/2013 tertanggal
26 Agustus 2013. yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang , bukti tersebut telah
telah dinazegellen dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan
aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.

b.
Bukti saksi:
1.

umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jualan, tempat

tinggal di Jalan Gaperta gang Keluarga Nomor 198 Dusun Helvetia
Kelurahan Helvetia Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, di bawah

sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon
adalah adik sepupu saksi saksi sedangkan Termohon adalah isteri

Pemohon ;

Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Agustus 2013 yang

lalu tanggalnya saksi tidak ingat lagi;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah
kontrakan, yang terakhir di Jalan Pendawa Desa Purwodadi Kecamatan

Sunggal sampai dengan berpisah;
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Bahwa Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun sebagaimana
rumah tangga pada umumnya, namun sejak tahun 2017 yang lalu mulai

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus;

Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran, antara Pemohon
dan Termohon disebabkan ; Termohon mempunyai banyak hutang tanpa
sepengetahuan Pemohon sehingga banyak orang yang datang
kekediaman Pemohon menagih hutang Termohon, Termohon sering
pergi dari kediaman tanpa izin dari Pemohon, Termohon sering melawan
dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon tidak

melaksanakan tugasnya sebagai isteri;

Bahwa dalam pertengkaran Penggugat dan Termohon sering marah-

marah, memaki Pemohon dan sering meminta cerai dari dari Pemohon;

Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan

Termohon bertengkar;

Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi
pada pertengahan tahun 2018 yang lalu, yang akhirnya antara Pemohon

dan Termohon berpisah;

Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon

pulang tanpa seizin Pemohon ;

Bahwa selama pisah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon
dan Termohon;

Bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah
mendamaikan /merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tetap
tidak berhasil ;
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Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan
Termohon;
2,

mur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di

Jalan Klumpang Gang Sepakat Desa Kelumpang Kecamatan Hamparan
Perak Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya telah memberikan

keterangan sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon

adalah adik angkat saksi sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Agustus 2013 yang

lalu tanggalnya saksi tidak ingat lagi;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah
kontrakan, yang terakhir di Jalan Pendawa Desa Purwodadi Kecamatan

Sunggal sampai dengan berpisah;

Bahwa Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun sebagaimana
rumah tangga pada umumnya, namun sejak tahun 2017 yang lalu mulai

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus;

Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran, antara Pemohon
dan Termohon disebabkan; Termohon tidak jujur, Termohon mempunyai
banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga banyak orang
yang datang kekediaman Pemohon menagih hutang Termohon,
Termohon sering pergi dari kediaman tanpa izin dari Pemohon,
Termohon sering melawan dan tidak menghargai Pemohon sebagai

suami dan Termohon tidak melaksanakan tugasnya sebagai isteri;
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Bahwa dalam pertengkaran Penggugat dan Termohon sering marah-

marah, memaki Pemohon dan sering meminta cerai dari dari Pemohon;

Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan

Termohon bertengkar;

Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi
pada pertengahan tahun 2018 yang lalu, yang akhirnya antara Pemohon
dan Termohon berpisah;

Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon

pulang tanpa seizin Pemohon ;

Bahwa selama pisah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon
dan Termohon;

Bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah
mendamaikan /merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tetap
tidak berhasil ;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan
Termohon;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon menyatakan cukup
dan tidak akan menambahkan atau mempertanyakan atas keterangan saksi
tersebut sedangkan Termohon tidak dapat didengar keterangannya oleh karena
Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang
pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan memohon agar perkara ini
diputus dengan mengabulkan Permohonan Pemohon.

Bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga

Kesimpulannya tidak dapat didengar.
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Bahwa tentang jalannya persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam
Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini, cukup
menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari putusan ini;
TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan
Pemohon datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan
Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak ada pula
mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan
nasehat dan saran-saran agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai
dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan karena Termohon tidak
pernah hadir di persidangan maka kewajiban untuk mediasi sesuai dengan
Perma Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Termohon di persidangan, dapat
dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya
dan atau membela Kkepentingannya di persidangan, mengakui dan
membenarkan semua posita dan petitum dalam surat permohonan Pemohon |,
sedangkan permohonan Pemohon juga tidak ternyata melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat
ahli figih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz Il hal 405 yang berbunyi:

- - - O’ ° o - _ -
Y Al 535z a5 plelbudll plS38e oS5 Il csd 5
dJ ss
Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam,

kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan
gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan
ini adalah Pemohon memohon untuk diberi izin menjatuhkan Talak dengan
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Talak satu Raji terhadap Termohon, dengan alasan sebagaimana yang
disebutkan dalam posita angka 4 sampai dengan 9 yang selengkapnya telah
termuat dalam pertimbangan duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa bukti P. serta telah mengajukan
2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P, harus dinyatakan terbukti bahwa antara
Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 23
Agustus 2013 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Sunggal Kabupaten
Deli Serdang dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 1197/81/VI11/2013
tertanggal 26 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa bukti P. adalah merupakan akta otentik berupa
fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang,
yang telah disesuaikan dengan yang aslinya, bermaterai cukup dan telah di-
nazegellen, maka bukti P. telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum
Islam, bukti P. secara materil juga membuktikan bahwa Pemohon dan
Termohon terikat dalam perkawinan sah yang dilakukan menurut hukum Islam
dan telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
(vide pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa karena bukti P. tersebut telah memenuhi syarat
formil dan materil suatu alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti
tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan
menyatakan bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun
1975 Majelis Hakim menganggap perlu untuk mendengar pihak keluarga serta
orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi
yang di bawah sumpah memberikan keterangan bahwa saat ini rumah tangga
Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan karena Termohon tidak
jujur, Termohon mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon
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sehingga banyak orang yang datang kekediaman Pemohon menagih hutang
Termohon, Termohon sering pergi dari kediaman tanpa izin dari Pemohon,
Termohon sering melawan dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan
Termohon tidak melaksanakan tugasnya sebagai isteri dan dalam pertengkaran
Penggugat dan Termohon sering marah-marah, memaki Pemohon dan sering
meminta cerai dari dari Pemohon;

Menimbang, bahwa pada dasarnya keterangan saksi-saksi tersebut
adalah keterangan yang diberikan atas apa yang diketahuinya sendiri dan
disertai pula alasan-alasan tentang apa yang diketahuinya tersebut serta
keterangan para saksi tersebut adalah saling mendukung dan bersesuaian
dengan dalil gugatan Pemohon, karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 309
R.Bg. kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil terhadap
suatu kesaksian, dan oleh sebab itu dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti
yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang
sah dan saat ini dalam rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali,
sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah, dan tujuan
perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga)
yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat
21, bahwa dijodohkannya laki-laki dan perempuan ini sebagai suami isteri agar
tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dan
saling menyayangi, tidak akan tercapai;

sebagai mana Firman Allah;
Jezg ledl lgiSomdd Llgjl aSamiil o o8 &ls Ol anl oog
09 R ,0_9.6.] <y Y ey o Q' do> )9 6J90 .nS.u.-

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa
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kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-

benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk
menceraikan Termohon, Majelis perlu mengemukakan dalil dalam al-Quran
surat al-Bagarah ayat 227 yang menyebutkan: B )
2le fos all 15 HWall 1935 Ols
Artinya : “Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka
sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh
Pemohon, maka harus dinyatakan bahwa permohonan cerai tersebut telah
terbukti dan memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam pasal 39 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga
cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan
Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk mengikrarkan
thalaknya kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk
Pakam, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (vide pasal 70 UU No. 7
tahun 1989 jo. pasal 31 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan
patut untuk menghadap dipersidangan tidak pernah hadir, oleh karenanya
Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa
hadirnya Termohon (verstek), sesuai dengan Pasal 150 R.Bg.;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai
pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 90 Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus
dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-
undang No. 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua, Undang-undang No. 1
tahun 1974 tentang Perkawinan jis. PP Nomor 9 tahun 1975, Kompilasi Hukum
Islam, serta ketentuan hukum dan syara yang berlaku dan berkaitan dengan

perkara ini;
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MENGADILI
1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan pemohonan Pemohon secara verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap
Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp.931000,00 (sembilan ratus tiga puluh satu ribu);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 Masehi. bertepatan
dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah. Oleh kami Drs. Ridwan Arifin
sebagai Ketua Majelis, Drs. H. EImunif dan Emmahni. SH.MH. masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 Masehi. bertepatan
dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah. oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Sri Handayani, S.
Ag., MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya

Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Ridwan Arifin
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. H. EImunif Emmabhni. SH.MH
Panitera Pengganti,

Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH.

Perincian Biaya :
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Biaya Pendaftaran : Rp  30.000,00,-
Biaya Proses : Rp 50.000,00,-
Biaya Pemanggilan : Rp 840.000,00,
Biaya Redaksi . Rp 5.000,00,-
Biaya Materai . Rp 6.000,00,-

Jumlah : Rp 931.000,00,
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